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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 
Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
pengembangan destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kampar di Desa Buluh Cina. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah  kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kampar masih kurang mengambil peran dalam pengembangan 
destinasi wisata Desa Buluh Cina karena dari 10 sub indikayor yang tergabung di 
dalam 3 indikator hanya 2 sub inkator yang dapat dicapai. Hal terlihat dari 
indikator atraksi yang memiliki sub indikator akses, fasilitas, dan jenis wisata 
masih tergolong belum baik. Dari segi indikator interaksi hanya sub indikator 
bekerja sama dengan dinas terkait yang sudah bisa dicapai sedangkan sub 
indaktor sosialisasi pengembangan destinasi wisata, bekerja sama dengan 
penduduk lokal, dan bekerja sama dengan pebisnis dan interlokal belum tercapai 
dan belum pernah dilakukan. Untuk Indakator Ekonomi Smart Tourism hanya sub 
indikator peningkatan sumbe daya manusia yang sudah dilakukan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar sedangkan sub indikator 
peningkatan  pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat belum dicapai oleh 
dinas tersebut. Untuk faktor penghambat utamanya yaitu kurangnya koordinasi 
dan komunikasi yang baik antara pihak dinas pariwisata dengan pihak desa dan 
pengelola. kurangnya semangat dari pihak pemerintah desa buluh cina dalam 
menonjolkan potensi yang mereka miliki sehingga dampaknya desa buluh cina 
tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan destinasi pariwisata oleh 
Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. 
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1. 1. Latar Belakang  
Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa 
dihindari, terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai 
salah satu indikator kemajuan suatu negara (Ngafifi, 2014 dalam Herdiana, 
2019:2). Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi 
hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai 
dengan kehidupan masyarakat. 
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan 
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik (Fahlefi, 2014; Holle, 
2011; Nugraha, 2018 dalam Herdaiana, 2019:2) yang diterapkan mulai dari 
pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (Pratama, Hakim, & 
Shobaruddin, 2015 dalam Herdiana, 2019:2).  
Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat 
untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Govindaraju, 
Wiratmadja, & Haryana, 2016; Suparno, 2011 dalam Herdiana, 2019:2). 
Perkembangan teknologi informasi dalam konteks masyarakat terjadi hampir di 
seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Sudah terjadi konvergensi teknologi yang 
telah mereduksi kebiasaan tradisional masyarakat dan digantikan dengan 





berkembang melalui media teknologi seperti telepon seluler dan pola transaksi 
jual beli berkembang secara online (Wahyudi & Sukmasari, 2014; Yusuf, 2016; 
Zulfah, 2018 dalam Herdiana, 2019:2).  
Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan 
mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong 
beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan 
teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk 
mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi 
atau bisa disebut dengan smart city (Essabela, 2016; Meijer, 2015 dalam herdiana. 
2019:2). Penerapan smart city dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 
3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya 
manusia serta infrastruktur teknologi (Prakoso, 2018; Utomo & Hariadi, 2016).  
Tujuan dari pengembangan smart city selain untuk mengintegrasikan 
seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses 
oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, 
efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto, 2006; Utomo & Hariadi, 2016               
dalam Herdiana. 2019:2). Sejalan dengan pengembangan smart city, dalam 
konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkannya konsep desa 
berbasis teknologi informasi atau disebut dengan smart village. Meskipun belum 
ada satu kesepahaman mengenai konsep smart village, tetapi secara umum suatu 
desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif 





efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Munir, 
2017; Ramesh, 2018 dalam Herdiana, 2019:2). 
Desa sebagai unit terkecil dalam tata kelola pemerintahan, merupakan 
komponen penting dalam menggerakan masyarakat Indonesia. Jika proses 
pembangunan nasional yang dijalankan cenderung bias ke kota, maka 
permasalahan sosial dan politik seperti tentang meningkatnya urbanisasi akan 
terjadi. Pada tahun 2016, sekitar 52% dari total populasi penduduk Indonesia 
tinggal di kota. Bandingkan dengan data tahun 2010 di mana hanya 49,79% 
penduduk yang nggal di kota dan 50,21%  tinggal di desa (BPS, 2011). 
Meningkatnya arus urbanisasi ini, salah satu alasan utamanya adalah karena desa 
dinilai tidak memberi sumber kehidupan yang layak, sehingga penduduk 
memutuskan untuk mengadu nasib ke kota ( Santoso dkk, 2019:). 
Menurut data proyeksi Badan Pusat Statistik, diperkirakan pada tahun 
2020 tingkat urbanisasi di Indonesia mencapai angka 56,7 % (BPS, 07/11/2020). 
Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat menganggap Kota dapat 
menjanjikan kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Perpindahan penududuk ini 
lebih banyak karena alasan mencari pekerjaan dan ilmu pengetahuan 
dibandingkan dengan alasan hanya keinginan hati unutk tinggal di perkotaan. 
Dengan munculnya fenomena ini tentu menjadi PR tersendiri terhadap 
pemerintahan daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan sehingga jumlah 
masyarakat yang tinggal di Desa dan di Kota menjadi seimbang. Apabila 





perkembangan arus globalisasi, tentu ini dapat menjadi sumber pemasukan yang 
bagus bagi pemerintahan setempat maupun devisa negara. 
Di negara agraris seperti Indonesia, desa menjadi salah satu daerah yang 
cukup strategis dalam pengembangan ekonomi. Namun, sampai saat ini kita 
dihadapkan oleh fakta bahwa masih banyak desa-desa di Indonesia yang 
tertinggal. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014, terdapat 20.168 
desa tertinggal. Angka ini merupakan 27,22% dari jumlah total desa yang ada di 
Indonesia, yang mencapai 74.093 desa (Kompas, 9/11/2020). Permasalahan akses 
sumber daya, kualitas sumber daya alam yang rendah, infrastruktur penunjang 
yang belum memadai dan degredasi lingkungan menjadi faktor-faktor penyebab 
masih banyaknya desa tertinggal di Indonesia (Santoso dkk, 2019:7). 
Pariwisata merupakan salah satu  penggerak pada sektor ekonomi yang 
dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan 
ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi 
tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-
obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat 
penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi), warung dan lain-lain. 
Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya 
tingkat pengangguran. Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak 
manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada 
peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan 
ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya 
pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwistaan nasional untuk 





pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang 
harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan 
dan peran serta yang aktif dari masyarakat. Dalam Undang-Undang 
Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 bab II pasal 4 dikatakan bahwa dampak 
dari pengembangan pariwisata di Indonesia sangat luas, mulai dari dampak 
terhadap ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemiskinan sampai kepada 
pelestarian alam. Undang -undang memberikan otonomi kepada masing-masing 
daerah dalam urusan pengembangan daerahnya (Masitoh, 2019:45-46). 
Salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar Kecamatan 
Siak Hulu yaitu Objek Wisata Buluh Cina. Taman Wisata Alam Buluh Cina  
ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.468/IX/2006 tanggal 6 
September 2006 dengan luas 1000 hektar, yang berasal dari lahan masyarakat Dea 
Buluh Cina yang dihibahkan menjadi Taman Wisata Alam Buluh Cina tanpa ganti 
rugi. Kemudian TWA Buluh Cina ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 
(www.bbksdariau.id, 2018). Indahnya alam dan udara segar di Desa Buluh Cina 
tidaklah diragukan lagi. Buluh Cina ini terletak ±25 km dari pusat Kota Pekanbaru 
dan bukan hanya dikenal di Provinsi Riau tetapi sudah dikenal oleh wisatawan 
mancanegara. Setelah dikukuhkan sebagai Desa Wisata Buluh Cina, masyarakat 
selalu menjaga keindahan alam yang terdapat di sana (P4W dan LPPM dalam 
Khoirunnisa, 2017:1216-1217).  
Desa Wisata Buluh Cina memiliki tujuh danau yang saling berdekatan, 
keindahannya pun eksotik. Danau itu berada dalam hutan yang diberi nama oleh 





sebagai hutan adat masyarakat Buluh Cina. Tujuh danau itu berada dalam hutan 
yakni, Danau Tanjung Putus, Danau Baru, Danau Tuok Tonga, Danau Pinang 
Dalam dan Danau Pinang Luar, Danau Rayo, Danau Tanjung Baling dan Danau 
Bunte. Ketujuh danau ini memiliki keindaham yang eksotik dan udara yang segar 
dan asri. Danau-danau itu dikelilingi hutan yang rimbun dengan kayu-kayu 
berbatang besar yang berumur ratusan tahun. Tak hanya itu, di Desa Buluh Cini 
juga terdapat beberapa satwa seperti gajah, burung, monyet dan lainnya sehingga  
semakin menambah daya tarik wisatawan untuk mengunjungi tempat ini. Untuk 
pengelola dari wahana wisata ini yaitu BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam) Provinsi Riau. 
Selain cocok untuk wisata alam, Desa Wisata Buluh Cina juga cocok 
digunakan untuk memancing. Namun tidak semua danau-danau tersebut dapat 
diakses karena minimnya sarana dan prasarana serta tidak semua danau tertata 
dengan baik. Ini tentu saja merupakan potensi yang dapat dikembangkan sehingga 
Desa Wisata Buluh Cina makin berkembang dan dapat memajukan perekonomian 
desa tersebut. Di desa ini pengunjung bisa melihat rumah panggung khas Melayu 
Kampar, Balai Adat dan museum dua suku yang berisi peralatan-peralatan yang 
diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur. Bahkan di Desa Buluh Cina ini 
berdiri bangunan yang diberi nama Anjungan M. Yunus. M.Yunus adalah pemuka 
masyarakat yang memberi ide untuk pacu sampan. Pacu sampan termasuk 
kegiatan yang rutin dilakukan di Desa Buluh Cina dan pada tahun 2006 di Desa 
Buluhcina pernah diadakan pacu sampan untuk tingkat nasional dan ASEAN ( 
Neneng Salmiah, 2019:12). Tak hanya itu BUMDes Buluh Cina juga sedang 





Museum ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat wisata budaya yang ada di 
Desa Buluh Cina. 
Berikut adalah beberapa wisata yang terdapat di Desa Buluh Cina : 
Tabel 1. 1 
Jenis Wisata yang terdapat di Desa Buluh Cina 
No 
Jenis Wisata Wisata 
1. 
Wisata Alam 
Danau Tanjung Putus 
Danau Baru 
Danau Tuok Tonga 
Danau Pinang Dalam 
dan Danau Pinang Luar 
Danau Rayo 





























Gambar 1. 1 : Foto Destinasi Wisata yang Terdapat di Desa Buluh Cina 
Karena potensi pariwisatanya yang sangat luar biasa, desa wisata Buluh Cina 
pun menjadi sasaran masyarakat untuk mengunjungi dalam rangka menikmati 
liburan maupun penelitian. Hal ini terlihat dari data jumlah pengunjung yang 
datang ke Desa Buluh Cina. 
Tabel 1. 2 
Data Pengunjung Desa Wisata Buluh Cina Tahun 2018-2020 
Tahun Jumlah Kunjungan (Orang/Tahun) 
2018 576 Orang 






2020 783 Orang 
Sumber : Pengelola Taman Wisata Alam Buluh Cina 
Apabila dilihat dari data jumlah kunjungan diatas, jumlah pengunjung dari 
tahun 2018-2020 terkesan naik turun. Jika dibandingkan dengan tempat wisata 
lainnya yang berada dikabupaten kampar seperti tepian mahligai, jumlah 
pengunjungnya pada rentang waktu 2 hari terhitung pada tanggal 12 dan 13 
Januari 2019 jumlah pengunjungnya mencapai 5 ribuan orang(GoRiau.com, 05-
01-2021). Tak hanya itu jumlah pengunjung pada tempat wisata ulo kasok pun 
sudah dikunjungi 3.964 orang hanya dalam kurun waktu 2 hari yaitu pada tanggal 
16 dan 17 Juni 2018(Riau.go.id, 05-01-2021). Tempat wisata tepian mahliagai dan 
ulo kasok memang sangat digemari oleh wisatawan karena memang kedua tempat 
itu memberikan spot-spot yang instagrameble yang mana kedua tempat ini mejadi 
tujuan utama bagi wasatawan yang menjadikan media sosial sebagai kebutuhan 
untuk meluapkan ekspresi dirinya.  
Tak hanya soal pengunjung saja, jumlah follower dalam media sosial 
Instagram yang digunakan sebagai sarana promosi destinasinya saja antara taman 
wisata alam buluh cina dan tepian mahligai jumlahnya sangat jauh. Dimana 
jumlah follower dari istagram tepian mahligai berjumlah 2.445 follower 
sedangkan 4 akun taman wisata alam buluh cina hanya berjumlah 117, 240,40, 
dan juga 155 follower. Melihat jumlah followernya yang berbanding jauh, ini 
merupakan suatu permasalahan karena memang pihak desa maupun pengelola 
taman wisata alam buluh cina kurang mampu mempromosikan taman wisata alam 
buluh cina kepada publik. Selanjutnya permasalahan yang terdapat di Taman 





pengunjung yang datang menggunakan buku manual. Hal ini menjadi suatu 
masalah karena desa Buluh Cina ini sering terjadi banjir yang membuat arsip ikut 
hanyut. 
Melihat fenomena ini sangat diperlukan sebuah inovasi dan pengembangan 
agar jumlah pengunjung dari tahun ke tahun dapat semakin meningkat. Dengan 
potensi yang dimiliki oleh desa wisata Buluh Cina, pihak desa maupun pengelola 
harus mampu menyulap taman wisata alam buluh cina menjadi tempat yang 
sesuai dengan perkembangan zaman sehingga akan meningkatkan daya tarik 
wisatawan pada saat sekarang ini. Apabila dilihat dari potensinya yang sangat laur 
biasa, tentu ini sangat cocok untuk dilakukan pengembangan demi terwujudnya 
desa cerdas (Smart Village) di Desa Wisata Buluh Cina ini. Namun untuk 
pengembangkan itu semua tidak hanya dibutuhkan penerapan piranti teknologi, 
sinergi antara stake holder terkait seperti dinas pariwisata kabupaten kampar, 
pihak desa, pihak pengelola, pemuda-pemudi, dan masyarakat sekitar juga sangat 
dibutuhkan untuk proses pengembangannya. 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar adalah dinas yang 
bertanggung jawab untuk mengembangkan segala jenis pariwisata yang letaknya 
di Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 06 
tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan 
Pemerintahan Daerah dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Dalam 
melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 





1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan 
dibidang kepariwisataan dan kebudayaan.  
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan 
pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.  
3. Penetapan inventaris dan pengaturan obyek wisata.  
4. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan 
restoran.  
5. Pemberian izin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya .  
6. Pemberian izin dan pengawasan usaha obyek wisata dan tempat hiburan 
lainnya.  
7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan 
kebudayaan.  
8. Penyelenggaraan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan dan 
kebudayaan.  
9. Penyelenggaraan standar dan norma sarana pariwisata dan kebudayaan.  
10. Penyelenggaraan promosi kepariwisataan dan kebudayaan daerah .  
11. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang kebudayaan dan 
pariwisata. Penyelenggaraan sistem bidang pariwisata dan kebudayaan dae 
rah.  
12. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi Dinas. 





14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Riau, Pemerintah Daerah 
Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 16 yang mana dalam 
bab 4 dijelaskan bahwa : 
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 
Bagian Kesatu 
Pengembangan Daya Tarik Wisata 
Pasal 12 
(1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a meliputi pengembangan:  
a. Daya Tarik Wisata Alam; dan  
b. Daya Tarik Wisata Budaya.  
(2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dalam lingkup Provinsi, meliputi:  
a. perencanaan studi detail pembangunan daya tarik wisata di Provinsi Riau 
dan sekitarnya;  
b. penegakan regulasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan Provinsi 
Riau dan sekitarnya;  
c. pengendalian Implementasi Pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi 
Riau dan sekitarnya;  





e. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik 
wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.  
f. pengembangan perwilayahan daya tarik wisata di Provinsi Riau  
(3) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dalam lingkup Kabupaten/Kota, meliputi:  
a. pengembangan kebudayaan melayu sebagai dasar pembangunan 
kepariwisataan Riau;  
b. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong 
pertumbuhan.  
c. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya 
saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.  
d. pengembangan daya tarik baru berdasarkan potensi kawasan;  
e. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik 
wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.  
Pasal 13 
Strategi untuk Perencanaan studi detail Pengembangan daya tarik wisata di 
Provinsi Riau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf a, dengan cara:  
a. Menyusun rencana detail pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi 
Riau dan sekitarnya; dan  
b. Mensosialisasikan hasil penyusunan rencana detail pembangunan Daya 






Pengembangan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata 
Pasal 14 
Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung 
pengembangan pariwisata dan tujuan wisata di Provinsi Riau meliputi dan tidak 
terbatas pada:  
a. pengembangan fasilitas akomodasi; 
b. pengembangan fasilitas makan dan minum;  
c. pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan 
ancaman bahaya;  
d. pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;  
e. pengembangan wahana wisata yang aman, nyaman dan terjangkau;  
f. pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok;  
g. pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan 
kepariwisataan;  
h. pengembangan sentra-sentra cinderamata;  
i. pembangunan pusat informasi pariwisata, pusat kajian dan penelitian 
pariwisata, serta pusat pendidikan dan latihan pariwisata bagi masyarakat 
lokal;  
j. pembangunan pos-pos menara pandang pada objek-objek wisata; dan  
k. pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang 
berwawasan lingkungan.  
Pasal 15 





a. fasilitas usaha akomodasi;  
b. fasilitas usaha rekreasi dan hiburan;  
c. fasilitas wisata bahari;  
d. fasilitas pelatihan kepariwisataan;  
e. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;  
f. fasilitas kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan 
Gubernur  
(2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;  
(3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Bagian Ketiga 
Pengembangan Aksessibilitas Pariwisata 
Pasal 16 
(1) Pengembangan aksessibilitas pariwisata antara lain meliputi penyediaan dan 
pengembangan sarana transportasi udara, angkutan jalan raya, angkutan perairan 
sungai dan danau, penyeberangan dan angkutan laut, serta sistem infoormasi 
aksessibilitas pariwisata.  
(2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan 
wisatawan menuju objek-objek wisata di Provinsi Riau dan pergerakan wisatawan 







(1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka 
pembangunan dan pengembangan aksessibilitas kepariwisataan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata untuk mendukung tujuan wisata dan 
pergerakan wisatawan di dalam kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada pasal 16 ayat (2), yaitu dengan membuka ruang dan/atau sarana 
jalan untuk menuju ke kawasan wisata sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
(3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju 
kawasan pariwisata dilakukan dengan berpedoman pada RT RW provinsi dan 
kabupaten/kota. 
Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah 
suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek 
wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun 
benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 
mengunjunginya.  
Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan 
wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu 
negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau 
negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata 






Mengingat perlunya pengembangan desatinasi wisata yang ada di desa Buluh 
Cina, maka penulis ingin mengajukan judul penelitian yaitu : “Pengembangan 
Destinasi Wisata Desa Buluh Cina Dalam Mewujudkan Smart Village (Desa 
Cerdas) Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kampar”. 
1. 2. Rumusan Masalah 
 Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka yang akan menjadi rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pengembangan destinasi wisata desa wisata dalam mewujudkan 
smart village (desa cerdas) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Kampar? 
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengembangan destinasi wisata desa 
wisata dalam mewujudkan smart village (desa cerdas) oleh Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Kampar? 
1. 3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengembangan destinasi wisata desa wisata dalam 
mewujudkan smart village (desa cerdas) oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kampar. 
2. Untuk mengetahui  hambatan-hambatan pengembangan destinasi wisata desa 
wisata dalam mewujudkan smart village (desa cerdas) oleh Dinas Kebudayaan 







1. 4. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran 
terhadap pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan 
pengembangan destinasi wisata desa wisata dalam mewujudkan smart village 
(desa cerdas). 
2. Dengan dikembangkannya destinasi wisata desa buluh cina diharapkan 
mampu memberikan perkembangan yang pesat terhadap desa Wisata Buluh 
Cina. 
3. Dengan dikembangkannya destinasi wisata desa buluh cina harapannya 
jumlah pengunjung di Desa Wisata Buluh Cina semakin ramai. 
4. Dapat menjadi bahan bacaan tentang pengembangan destinasi wisata desa 
wisata di Indonesia. 
1. 5. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini menguraikan defenisi konsep, teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian, referensi, yang bersumber dari buku, 
review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, 





peneliti bahas, serta pandangan secara islam, kerangka pemikiran dan 
indikator penelitian  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 
penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan 
data, serta analisis data.  
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  
Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek 
Penelitian dan Struktur Objek Penelitian.  
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan 
terhadap hasil penelitian  
BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN  











2. 1. Otonomi Daerah. 
  2. 1. 1. Pengertian Otonomi Daerah 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan 
masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna 
dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah 
untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi perlaksanaan 
roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. 
Pratikno menyatakan bahwa kewenangan-kewenangan tersebut mengacu 
pada kewenangan pembuat keputusan didaerah dalam menentukan tipe dan 
tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana pelayanan 
ini diberikan dan dibiayai. (Pratikno, 1991 dalam nadir, 2013) 
Kewenangan yang diberikan bersifat nyata, luas dan bertanggung jawab 
sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan 
kewenangan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, 
kondisi dan potensi masyarakat disetiap daerah. Keberadaan Otonomi Daerah 
diharapkan terjadi penguatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas 
demokrasi atau dengan kata lainbahwa UU Pemerintahan Daerah bervisi 





Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak 
hal. Riswandha Imawan, 1991(dalam nadir, 2013) menyatakan bahwa 
keberhasilan penyelenggaran Otonomi Daerah ditentukan oleh :  
1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (degree of dependency) 
Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam 
perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu 
rencana pembanguna hanya akan efektif kalau dibuat dan 
dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. 
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
mereka (growth from inside) dan faktor-luar yang secara langsung 
memepngaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (growth 
from outside). 
  2. 1. 2. Tujuan Otonomi Daerah  
Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 
ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi 
yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 
daerah. Berikut penjelasannya:  
1. Meningkatkan pelayanan umum Dengan adanya Otonomi Daerah 
diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari 
lembaga pemerintah masingmasing daerah. Dengan pelayanan yang 
maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara 
langsung manfaat dari otonomi daerah.  
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Setelah pelayanan maksimal dan 
memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daeraha 





kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah 
Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan 
sesuai dengan yang diharapkan.  
3. Meningkatkan daya saing daerah Dengan menerapkan Otonomi Daerah 
diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus 
memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan 
atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli 
Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-
beda tapi tetap satu jua.  
  2. 1. 3. Indikator Otonomi Daerah  
Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi 
empat faktor, antara lain:  
a. Indeks Pembangunan Manusia  
Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, 
nilai Indeks Pembanguunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator 
sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan 
dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya 
manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan 
terhadap pencapaian tujuan organisasi.  
b. Keuangan  
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan 
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 





termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD).  
Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga 
aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainya, yang terdiri dari:  
1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan 
pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan 
yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan 
pendapatan tersebut.  
2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar 
biayabiaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang 
menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. 
3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara 
pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang 
diproyeksikan untuk masa depan.  
c. Peralatan  
Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 di katakan bahwa 
jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk 
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu 
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan 
lori dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas 





keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan 
keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.  
d. Organisasi dan Manajerial  
Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi 
pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas 
yang dilaksanakan. 
2. 2. Pembangunan wilayah 
  2. 2. 1. Konsep Pembangunan Wilayah 
Berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah telah berkembang dan 
diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas (2006) berbagai konsep 
pengembangan wilayah yang pernah diterapkan diantaranya adalah: (1) Konsep 
pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan 
wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. 
Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) 
konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada 
keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi 
sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang 
berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan 
komparatif, dan berorientasi eksternal.  
A. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya  
Pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan program yang 





daya yang ada dan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah tertentu. 
Dengan demikian dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukan 
pendekatan-pendekatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik 
daerah yang bersangkutan. Konsep pengembangan wilayah berbasis 
karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan diantaranya yaitu: (1) 
pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah 
berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis 
efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.  
Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya 
menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut : (a) 
Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya 
manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber 
daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan 
manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan 
keindahan alam. Pada pengembangan wilayah berbasis input namun 
surplus sumber daya manusia, memberikan gambaran bahwa suatu 
memiliki SDM yang cukup banyak namun lahan dan SDA terbatas maka 
labor surplus strategy cukup relevan untuk diterapkan.  
Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang 
bersifat padat karya dan mengupayakan ekspor tenaga kerja ke wilayah 
lain. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya 
alam menunjukkan kondisi dimana berbagai SDA yang mengalami surplus 
yang dapat diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk bahan mentah 





dimanfaatkan untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di 
wilayah tersebut, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, 
barang konsumsi, dan jasa. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya 
modal dan manajemen mengarahkan pada strategi pengembangan wilayah 
didasarkan atas pengembangan lembaga keuangan yang kuat dan 
pengembangan sistem manajemen yang baik, yang dapat ditempuh oleh 
wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan manajemen 
tersebut. Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam 
memberikan arah bahwa wilayah dengan potensi-potensi pantai dan 
pemandangan yang indah, seni dan budaya yang menarik dan unik, dapat 
mengembangkan wilayahnya dengan cara membangun transportasi, 
perhotelan dan restoran, industri-industri kerajinan, pelayanan travel, dan 
lainnya yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan.  
Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan menekankan 
pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak 
pembangunan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sedangkan, 
pengembangan wilayah berbasis efisiensi menekankan pengembangan 
wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar 
dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Pembangunan ekonomi ini 
dilaksanakan dalam kerangka pasar bebas/pasar persaingan sempurna. 
Pada pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan menekankan, 
maka peranan setiap pelaku pembangunan menjadi fokus utama dalam 





tersebut dapat dipilah menjadi lima kelompok yaitu: usaha kecil/rumah 
tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintah. 
B. Konsep Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang  
Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (spasial) 
merupakan konsep pembangunan wilayah dengan menggunakan 
pendekataan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini 
diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional 
yang dirinci kedalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep 
pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, membagi wilayah ke 
dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi. 
Ketiga hal ini menjadi dasar pengembangan wilayah berbasis penataan 
ruang.  
Pusat Pertumbuhan berkembang mulai dasawarsa pertama 
pertengahan abad ke-20 yang diawali muncul teori-teori yang menyatakan 
pentingnya peranan pusat-pusat pertumbuhan atau pembangunan, 
diantaranya adalah teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) yang 
dikemukakan oleh Francois Perroux, teori kutub pertumbuhan yang 
terlokalisasi (localized development pole theory) yang dikemukakan oleh 
Boudeville, serta teori titik pertumbuhan (growth point theory) yang 
dikemukakan oleh Albert Hirschman. Menurut teoritori tersebut, peranan 
kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai 
penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya 
menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke 





Dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke 
wilayah di sekitarnya, Albert Hirschman telah memperkenalkan istilah 
trickling down effect atau dampak tetesan ke bawah. Melalui konsep ini, 
pembangunan wilayah dilancarkan melalui pusat-pusat pertumbuhan yang 
pada umumnya merupakan kota-kota besar. Peranan investasi skala besar 
sebagai external force sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor 
industri, perbankan dan keuangan, properti, dan lainnya. Infrastruktur dan 
utilitas perkotaan yang lengkap mendorong mengalirnya Penanaman 
Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
yang digerakkan secara sentralistik oleh perusahaan-perusahaan korporasi 
skala besar. Beberapa penerapan konsep ini di Indonesia adalah 
pengembangan KAPET, Kawasan Andalan, dan sebagainya.  
Konsep Integrasi Fungsional merupakan alternatif pendekatan yang 
mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di 
berbagai pusat pertumbuhan karena adanya konsep yang komplementer. 
Konsep ini berargumentasi bahwa suatu wilayah memiliki hirarki. Konsep 
center periphery yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan 
yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi 
merupakan pengembangan dari konsep ini. Sementara itu, konsep 
desentralisasi merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki kelemahan pada penerapan konsep pusat pertumbuhan. 
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya 





desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar 
dari sumber daya modal dan sumber daya manusia.  
C. Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu  
Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 
di daerah-daerah tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal adalah 
daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang 
dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain dalam skala nasional. 
Untuk menentukan daerah-daerah yang tertinggal, terdapat berbagai 
indikator yang digunakan. Kementerian PDT menggunakan lima indikator 
sebagai dasar penentuan daerah tertinggal di Indonesia antara lain (1) 
Perekonomian masyarakat; (2) Sumber daya manusia; (3) kemampuan 
finansial; (4) Aksesibilitas; dan (5) karakteristik geografis. Berdasarkan 
indikator tersebut, setidaknya terdapat 199 daerah yang tergolong kepada 
daerah tertinggal di Indonesia (Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal, 2004).  
Ketertinggalan suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal 
antara lain : (a) Faktor Kondisi Geografis, karena pada umumnya daerah 
tertinggal sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, 
perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulaupulau terpencil atau 
karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan 
transportasi dan media komunikasi; (b) Faktor Kondisi Sumber Daya 
Alam, karena beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber 





lingkungan di sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak 
dapat dieksploitasi. Namun ada pulau ketertinggalan yang disebabkan 
karena rusaknya lingkungan hidup; (c) Faktor Sumber Daya Manusia 
karena pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat 
pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah; (d) Faktor 
Sarana dan Prasarana karena Keterbatasan sarana dan prasarana 
komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan 
pelayanan lainnya menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut 
mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) 
Faktor Bencana dan Konflik Sosial karena seringnya suatu daerah 
mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan 
terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; (f) Faktor 
kebijakan karena adanya ketertinggalan suatu daerah disebabkan pula oleh 
kebijakan pemerintah yang tidak tepat.  
Pengalaman menunjukkan bahwa konsep pusat pertumbuhan yang 
selama ini diterapkan telah menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah 
antara pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah pengaruhnya. Dampak 
tetesan ke bawah yang diharapkan tidak terbukti bekerja dengan baik. 
Gejala ini disebabkan karena pusat pertumbuhan yang umumnya 
merupakan kota-kota besar sebagai pusat konsentrasi penduduk dan 
berbagai kegiatan ekonomi dan sosial memiliki pengaruh eksploitatif yang 
kuat terhadap wilayah pengaruhnya. Terjadi tarikan urbanisasi dari desa-
desa dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan atau terjadi dampak 





terhadap wilayah pengaruh yang oleh Gunnar Myrdal disebut backwash 
effect. Akibatnya, wilayah pengaruh tidak berkembang baik secara fisik 
maupun non-fisik. Orientasi pembangunan pada pusat pertumbuhan yang 
cenderung sentralistik ini telah mengabaikan peranan dan potensi pelaku 
pembangunan di daerah.  
Kebijakan yang kurang tepat juga dapat dilihat di daerah-daerah 
perbatasan, yang tidak berkembang karena dominannya kebijakan 
keamanan dibandingkan orientasi pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan 
keamanan dan gerakan separatisme yang menyebabkan kegiatan 
pembangunan terabaikan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan 
untuk meningkatkan daya saing daerah-daerah tertinggal adalah dengan 
mengembangkan perekonomian lokal. Konsep pembangunan ekonomi 
lokal diharapkan mampu menangani perubahan-perubahan fundamental 
yang lebih bersifat transformatif, memberdayakan sumber daya lokal 
untuk mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kegiatan 
perekonomian lokal. Ciri atau sifat utama suatu pembangunan yang 
berorientasi atau berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada 
kebijaksanaan pembangunan pribumi (endogenous development policies) 
yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, sumber daya 
institusional lokal, dan sumber daya fisik lokal. Orientasi ini menekankan 
pada pemberian prakarsa lokal (local initiatives) dalam proses 
pembangunan untuk menciptaan lapangan kerja baru dan mendorong 





Pengembangan ekonomi lokal dapat diwujudkan dengan 
mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan 
mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang 
berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi 
masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber 
daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, 
dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi 
penduduk dan masyarakat setempat. Konsep 
D. Pengembangan Wilayah Berbasis Klaster  
Konsep klaster sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah 
telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Klaster diartikan sebagai 
konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan 
lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu 
sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam bidang aspek 
unggulan tertentu. Pengembangan wilayah berbasis klaster memberikan 
fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam 
suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-
upaya inovasi pengembangannya.  
Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah 
berdasarkan klaster adalah sektor industri. Adapun tujuan dari 
pengembangan wilayah berbasis klaster adalah : (1) memperoleh manfaat 
kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor; (2) memperoleh kesempatan 
untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja 





berkembangnya infrastruktur pendukung; (5) berkembangnya budaya baru 
dalam upaya-upaya kerjasama, dengan biaya transaksi yang rendah; (6) 
tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki 
sendiri usaha bisnisnya; (7) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah 
yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. 
Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara 
pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-
upaya inovasi pengembangannya. klaster yang berhasil adalah klaster yang 
terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan 
berorientasi eksternal. klaster pada wilayah atau kawasan yang berhasil 
memiliki karakteristik adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik 
pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta 
pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan 
kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti 
perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. untuk 
mengembangkan klaster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu: (1) 
memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan; (2) menjalin kerjasama; 
(3) mengelola dan meningkatkan pelayanan; (4) mengembangkan tenaga 
ahli; (5) mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan (6) mengembangkan 
pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan. 
2. 3. Konsep Pengembangan Pariwisata 
     2. 3. 1. Pengertian Pengembangan Pariwisata  
Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah 





wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun 
benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 
mengunjunginya.  
Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan 
wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu 
negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau 
negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata 
akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat 
banyak.  
Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan 
suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan 
dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintregasikan 
segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun 
tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, 
memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya 
tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh 
wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di 
sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan 
bagi pemerintah.  
     2. 3. 2. Perencanaan Pengembangan Wisata. 






1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat 
dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata 
diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.  
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang 
dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.  
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai 
kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.  
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan 
kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang 
harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.  
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di 
suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang 
disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan 
pengembangan.  
Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata 
perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang 
untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin 
menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan 
adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber 
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Pengembangan Daya Tarik Wisata 
Pasal 12 
(1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a meliputi pengembangan:  
c. Daya Tarik Wisata Alam; dan  
d. Daya Tarik Wisata Budaya.  
(2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dalam lingkup Provinsi, meliputi:  
g. perencanaan studi detail pembangunan daya tarik wisata di Provinsi Riau 
dan sekitarnya;  
h. penegakan regulasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan Provinsi 
Riau dan sekitarnya;  
i. pengendalian Implementasi Pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi 
Riau dan sekitarnya;  
j. pengembangan daya tarik baru berdasarkan potensi kawasan  
k. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik 
wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.  





(3) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dalam lingkup Kabupaten/Kota, meliputi:  
f. pengembangan kebudayaan melayu sebagai dasar pembangunan 
kepariwisataan Riau;  
g. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong 
pertumbuhan.  
h. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya 
saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.  
i. pengembangan daya tarik baru berdasarkan potensi kawasan;  
j. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik 
wisata yang telah berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya.  
Pasal 13 
Strategi untuk Perencanaan studi detail Pengembangan daya tarik wisata di 
Provinsi Riau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
huruf a, dengan cara:  
c. Menyusun rencana detail pembangunan Daya Tarik Wisata di Provinsi 
Riau dan sekitarnya; dan  
d. Mensosialisasikan hasil penyusunan rencana detail pembangunan Daya 
Tarik Wisata di Provinsi Riau dan sekitarnya.  
Bagian Kedua 






Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung 
pengembangan pariwisata dan tujuan wisata di Provinsi Riau meliputi dan tidak 
terbatas pada:  
l. pengembangan fasilitas akomodasi; 
m. pengembangan fasilitas makan dan minum;  
n. pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan 
ancaman bahaya;  
o. pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;  
p. pengembangan wahana wisata yang aman, nyaman dan terjangkau;  
q. pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok;  
r. pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan 
kepariwisataan;  
s. pengembangan sentra-sentra cinderamata;  
t. pembangunan pusat informasi pariwisata, pusat kajian dan penelitian 
pariwisata, serta pusat pendidikan dan latihan pariwisata bagi masyarakat 
lokal;  
u. pembangunan pos-pos menara pandang pada objek-objek wisata; dan  
v. pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang 
berwawasan lingkungan.  
Pasal 15 
 (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah dapat berupa :  
g. fasilitas usaha akomodasi;  





i. fasilitas wisata bahari;  
j. fasilitas pelatihan kepariwisataan;  
k. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;  
l. fasilitas kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan 
Gubernur  
(2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;  
(3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Bagian Ketiga 
Pengembangan Aksessibilitas Pariwisata 
Pasal 16 
(1) Pengembangan aksessibilitas pariwisata antara lain meliputi penyediaan dan 
pengembangan sarana transportasi udara, angkutan jalan raya, angkutan perairan 
sungai dan danau, penyeberangan dan angkutan laut, serta sistem infoormasi 
aksessibilitas pariwisata.  
(2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan 
wisatawan menuju objek-objek wisata di Provinsi Riau dan pergerakan wisatawan 






(1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka 
pembangunan dan pengembangan aksessibilitas kepariwisataan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pengembangan aksesibilitas pariwisata untuk mendukung tujuan wisata dan 
pergerakan wisatawan di dalam kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada pasal 16 ayat (2), yaitu dengan membuka ruang dan/atau sarana 
jalan untuk menuju ke kawasan wisata sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
(3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju 
kawasan pariwisata dilakukan dengan berpedoman pada RT RW provinsi dan 
kabupaten/kota. 
2. 5. Smart Village (Desa Cerdas) 
  2. 5. 1. Pengertian Smart Village 
 Desa merupakan bagian terdepan dalam menentukan suatu arah kebijakan 
dalam rangka pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah memiliki 
tanggungjawab untuk mengangkat area pedesaan menjadi titik akselerasi dalam 
pembangunan manusia, infrasturktur, ekonomi, budaya, maupun sosialnya. 
 Smart Village merupakan suatu konsep tentang desa pintar yang 
mengadopsi komponen dan indikator yang terdapat pada konsep smart city atau 
kota pintar. Namun pengadopsian ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada 
di pedesaan sehingga skala dalam pelaksanaannya lebih kecil dibandingkan 
dengan perkotaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 





 Sebuah konserp Smart Village atau desa pintar dapat dijadikan solusi 
terbaik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di pedesaan. 
Dengan mengadopsi konsep Smart City yang telah disesuaikan dengan ruang 
lingkup permasalahan di pedesaan, bukan tidak mungkin ini menjadi sebuah 
solusi dalam meningkatkan ekonomi nasional  
  2. 5. 2. Dimensi Smart Village (Desa Cerdas). 
 Dalam pengembangannya, konsep Desa Cerdas Mengadopsi dari Konsep 
Kota Cerdas, namun mengadopsian ini disesuaikan kondisi dan permasalahan 
yang terdapat di area desa, Berikut adalah dimensi yang terdapat di dalam konsep 








Gambar 2. 1 : Dimensi Smart City (Dalam Santoso dkk, 2019) 
Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diadopsi ke 
dalam konteks desa seperti smart governance, smart economy, smart mobility, 
















hangat baru-baru ini, smart tourism. Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas 
ke desa cerdas dalam kerangka pemanfaatan TIK menyelesaikan berbagai 
permasalahan publik yang kebanyakan akan memberikan pengaruh pada sektor 
ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan (Kitchin, 2014; 
Carrasco-Sáez dkk., 2017; Visvizi dkk., 2018, Lytras dkk., 2018 dalam Santoso 
dkk, 2019:12). 
Berikut adalah dimensi dari smart village dengan ditambahkan dimensi 
smart tourism karena mengingat wilayah pedesaan memiliki potensi dalam sektor 
pariwisatanya : 
Tabel 2. 1 






































a. Citra dan Merk 
Dagang 
b. Produktifitas 























a. Kondisi Alam 
b. Pengendalian 
Pencemaran 
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c. Ekonomi Smart 
tourism 
Sumber : Buku Santoso dkk, 2019 
Dalam tabel 3 dapat diuraikan secara singkat bahwa untuk pengembangan 
desa cerdas harus mencakup:  
Pertama, smart governance, menyangkut pelayanan elektronik dan media 
sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga 
masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan 






Kedua, smart economy mengacu pada kondisi desa dapat berdaya saing 
ekonomi yang tinggi, yang melibatkan berbagai aktivitas inovasi dan kerja sama 
antara swasta, lembaga penelitian dan masyarakat untuk mengembangkan dan 
mempromosikan inovasi melalui jejaring tersebut. Smart economy diukur dari 
semangat inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas, kemampuan transformasi, 
dana publik untuk pengembangan riset, citra dan merk dagang, pasar tenaga kerja 
yang fleksibel dan Keterkaitan multiaktor. Selain itu, smart economy 
menitikberatkan pada implementasi strategi ekonomi berbasis teknologi digital 
(Santoso dkk, 2019:16). 
Ketiga, Smart Mobility. Bagi Giffinger dkk dalam Santoso dkk, (2019:16), 
smart mobility harus memiliki empat indikator seperti aksesibilitas lokal, 
aksesibilitas nasional atau internasional, ketersediaan infrastruktur TIK, dan 
sistem transportasi yang aman, inovatif dan berkelanjutan. Secara umum, smart 
mobility dikaitkan dengan transportasi dan TIK.  
Keempat, Smart Environment berdasar pada kebutuhan desa untuk 
memiliki infrastruktur yang tepat, seperti jalan, jembatan, terowongan, bangunan 
(perumahan, area bisnis dan rekreasi), saluran pipa, listrik, jalur komunikasi dan 
sebagainya secara keberlanjutan. (Santoso dkk, 2019:17) 
Kelima, Smart People merupakan hasil dari entitas keragaman etnis dan 
sosial, kreativitas, dan keterlibatan sosial. Dalam hal ini, desa cerdas sangat 
diharapkan untuk menawarkan program dan layanan kepada mayarakat yang 





Keenam, smart living didefinisikan sebagai kualitas hidup dalam hal 
ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, seperti budaya, kesehatan, 
keselamatan, perumahan, dll. (Giffinger dkk., 2007; Nam dan Pardo, 2011 dalam 
Santoso dkk, 2019:17).  
Ketuju, Smart tourism, mengacu pada smart destination atau destinasi 
cerdas (Buhalis dan Amaranggana, 2014 dalam Santoso dkk, 2019:17). Dalam 
konteks pariwisata, smart destination memungkinkan sebuah wilayah (baik kota 
maupun desa) mengoptimalisasi penggunaan data, kontrol dan koordinasi, dan 
teknologi informasi (protokol, proses, dan infrastruktur) dalam menciptakan 
pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup yang keberlanjutan. Hal 
ini melibatkan tidak hanya penduduk lokal tetapi juga wisatawan dalam upaya 
mendukung mobilitas, ketersediaan sumber daya dan alokasi wisata yang 
keberlanjutan dan maupun kualitas kunjungan. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
smart tourism wajib memberikan pengelolaan dan pengalaman smart tourism 
(Koo, dkk., 2016 dalam Santoso dkk, 2019:18). Hal ini diterjemahkan dalam cara 
yang memungkinkan bahwa wisatawan dapat berkomunikasi, berinteraksi dan 
menjalin hubungan yang lebih dekat dengan tidak hanya penduduk lokal tetapi 
juga pebisnis lokal, pemerintah lokal maupun dalam ranah atraksi wisata. Selain 
itu, smart tourism mengacu pada ekonomi baru dengan sumber daya baru, pemain 
baru, dan model pertukaran baru. Dengan demikian, smart tourism mendukung 
pengembangan desa dan layanannya dalam berbagai cara. Oleh karenanya, inovasi 
yang terus-menerus dilakukan baik dalam bentuk aplikasi perangkat maupun 





Melihat penjelasan di atas, secara sederhana dimensi dalam Smart tourism 






Gambar 2. 2 : Dimensi Desa Cerdas ( Santoso dkk, 2019) 






Gambar 2. 3 : Dimensi Smart Village (Susanto dan Aziiza, 2020) 
 Dari 6 dimensi ini masing-masing dimensi memiliki indikator : 
1. Living : 
a. Sequrity and Convinience 




Smart Poeple Smart 
Economy 


















2. Resources : 
a. Natural Resource 
b. Financial Resource 
c. Human Resource 
3. Village Service : 
a. Essential Service 
b. Economic Service 
4. Tourism : 
a. Village Potency 
b. Village Branding 
5. Governance : 
a. Publik Service 
b. Transparancy 
c. Policy 
Menurut Dian Herdiana, (2019:7) ada 6 dimensi dalam Smart village, 
yaitu : 
1. Smart Relationship Between Government and Community. 
Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 
2. Smart Relationship Between Government and Environment. 
Penetapan arah kebijakan pengembangan dewa berbasis kepada 






3. Smart Relationship Between Community and Environment. 
Penggunaan dan pemanfaatan adat, budaya, sosial, dan lingkungan 
secara berkeseimbangan, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh 
masyarakat. 
4. Smart Community. 
Kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
desa berbasis teknologi informasi. 
5. Smart Environment. 
Pelestarian nilai adat, budaya, sosial serta pemanfaatan dan 
pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi. 
6. Smart Government. 
Perwujudan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa 
berbasis teknologi informasi. 
2. 5. 3. Undang-Undang Tentang Pengembangan Konsep Smart Village Di 
Indonesia 
Dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan yang terbaru UU No. 
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai jawaban atas permasalahan 
kurang majunya setaip daerah yang ada di Indonesia. Pasalnya, pada saat 
menggunakan kebijakan sentralisasi masih banyak daerah dan desa yang 
tertinggal dan tidak mampu bersaing. Hal ini membuat daerah yang 
menyumbangkan hasil sumber daya alamnya yang rendah juga mendapat bagi 





memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mampu mengurus 
rumah tangganya sendiri sehingga semua itu tidak hanya bergantung pada 
pemerintahan pusat. Kebijakan desentralisasi ini membuat banyak daerah 
melakukan inovasi-inovasi agar daerahnya menjadi lebih maju. Melalui kebijakan 
otonomi daerah yang menjadi bagian dari desentralisasi kewenangan, pemerintah 
lokal (daerah dan desa) diajak untuk mengelola rumah tangga sendiri secara adil, 
mandiri, dan demokratis. 
Dalam konteks smart village, adanya pemanfaatan teknologi informasi 
dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa 
akan dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efektif dan transparan 
kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi secara umum 
dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pemerintah desa. Pembangunan 
desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah 
desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
telah terjadi reposisi kewenangan penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah 
daerah ke pemerintah desa. Dalam proses pembangunan desa, pemanfaatan 
teknologi informasi menjadi penting dan menjadi bagian dalam mendorong 
keberhasilan pembangunan desa. Teknologi informasi menjadi alat selain untuk 
mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, juga 
menjadi media untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam 
pembangunan desa. Teknologi informasi mempertemukan berbagai kepentingan 
untuk bisa dirumuskan secara bersama-sama menjadi sebuah kebijakan 





Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) yang 
menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari (1) Pendapatan Asli Desa: 
hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain 
pendapatan desa; (2) Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota (3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (4) Bantuan dari APBD 
Provinsi/Kota kabupaten; (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan (7) 
lain-lain pendapatan desa yang sah. (Santoso dkk, 2019:23) 
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dana desa bersumber dari APBN 
yang diperuntukkan bagi desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih detail, dana desa dimaksudkan untuk 
(1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) 
memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan 
antardesa, dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Kelima tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan desa cerdas. 
Pengembangan desa cerdas memungkinkan desa mengetahui permasalahan yang 
dialaminya dan mengatur berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara 
maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. (Santoso dkk, 
2019:23-24) 
Pengembangan desa sebagai desa cerdas juga sesuai dengan Nawacita ke-3 
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. 
Selanjutnya, menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 





penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Santoso dkk, 2019:24) 
2. 6. Desa  Wisata Buluh Cina 
2. 6. 1. Pariwisata 
Pariwisata adalah suatu aktivitas dari yang dilakukan oleh 
wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan 
lingkungan tempat tinggal untuk melakukan persinggahan sementara 
waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa 
bermaksud untuk mencari nafkah dan namun didasarkan atas kebutuhan 
untuk mendapatkan kesenangan, dan disertai untuk menikmati berbagai 
hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan suatu travel 
experience dan hospitality service. Gunn, 2002(dalam Zakaria dan 
suprihardjo, 2014:246) 
2. 6. 2. Komponen Pariwisata. 
Dalam kegiatan pariwisata komponen-komponen pariwisata akan 
saling terkait dalm pendukung pengembangan suatu kawasan. Komponen 
pariwisata dibagi atas dua faktor, yaitu komponen penawaran (supply) 
dari pariwisata dan komponen permintaan (demand) dari pariwisata. 
Sediaan pariwisata mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada 
wisatawan meliputi atraski wisata, akomodasi, transportasi, infrastruktur, 














Sumber: Wolrd Tourism Organization (WTO), 2001, Gunn 2002(dalam Zakaria dan 
suprihardjo, 2014:246)   
2. 6. 4. Pengertian Desa Wisata  
Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan 
keaslian baik dari segi sosial budaya, adat– istiadat, keseharian, arsitektur 
tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu suatu 
bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, 
akomodasi dan fasilitas pendukung. 
2. 6. 5. Komponen Desa Wisata. 
Menurut Gumelar, 2010(dalam Zakaria dan suprihardjo, 2014:246)  
ada 4 komponen yang harus ada dalam desa wisata yaitu : 
1. Keunikan, keaslian, sifat khas  
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa  
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang 



























4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana 
dasar, maupun sarana lainnya. 
Menurut Putra, 2016(dalam Zakaria dan suprihardjo, 2014:246)  ada 5 
komponen yang harus ada dalam desa wisata yaitu : 
1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah 
setempat. 
2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan 
pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket 
perjalanan wisata yang sudah dijual.  
3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku–
pelaku pariwisata, seni dan budaya.  
4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.  
5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. 
Menurut Prisiasa, 2011(dalam Zakaria dan suprihardjo, 2014:246)  ada 
4 komponen yang harus ada dalam desa wisata yaitu : 
1. Partisipasi masyarakat lokal  
2. Sistem norma setempat  
3. Sistem adat setempat  
4. Budaya setempat 
2. 6. 6. Elemen Desa/Kampung Wisata  
a. Primary Elements, elemen-elemen dasar wisata budaya dibagi menjadi 
2: Activity Places dan Leisure Settings. Activity Places meliputi 





ruang workshop; fasilitas warisan budaya (heritage) yang meliputi 
warisan budaya intangible dan tangible. Leisure Settings meliputi 
tatanan fisik berupa historical street pattern, bangunan yang memiliki 
daya tarik tertentu, monumen, dan taman/green area; fitur-fitur sosial-
budaya yang terdiri dari tingkat livabilitas dari kawasan terkait, 
bahasa, nilai-nilai lokal, hubungan antar warga.  
b. Secondary Elements, elemen-elemen sekunder dari wisata budaya 
meliputi fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan warga dan wisatawan 
seperti pasar, toko/kios lokal, jasa penyedia fasilitas makan, dan 
akomodasi penginapan.  
c. Additional Elements, elemen-elemen tambahan merupakan fasilitas 
pendukung yang bersifat tersier pada kawasan budaya yang terdiri dari 
fasilitas aksesbilitas, sarana transportasi dan parkir, dan pusat 
informasi untuk turis. 
2. 6. 7. Kriteria Desa/Kampung Wisata  
Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) pada tahun 2005(Elena Manuela, 2012:42) kriteria yang 
penting dalam merancang sebuah hubungan yang positif antara turisme 
dan budaya adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki aktivitas budaya yang permanen dan rutin dilakukan. 
b. Melibatkan penduduk lokal secara langsung, dan sebagai 
tambahannya dapat melibatkan wisatawan. 
c. Dapat mengasilkan produk dan/atau jasa yang diperlukan untuk 





2. 6. 8. Profil Desa Wisata Buluh Cina. 
Desa Wisata Buluh Cina ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau 
Nomor Kpts.468/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dengan luas ±1000 hektar, 
yang berasal dari lahan masyarakat Desa Buluh Cina yang dihibahkan menjadi 
TWA Buluh Cina tanpa ganti rugi. Kemudian Desa Wisata Buluh Cina ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 
tanggal 2 Mei 2014, dengan luas 963,33 hektar. 
Tipe ekosistem hutan Desa Wisata Buluh Cina di dominasi hutan dataran 
rendah dan rawa air tawar. Selain potensi flora dan fauna, TWA Buluh Cina 
mempunyai potensi pemandangan alam tujuh danau yang indah dan menarik bagi 
wisatawan, dengan beragam kegiatan yang bisa dilakukan.  Secara 









33’9,00’’BT. Secara administratif pemerintahan, kawasan 
ini terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau. 
Taman Wisa Alam Buluh Cina dapat diakses melalui transportasi darat 
dari Bandara Sutan Syarif Qasim II menuju Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak 
Hulu, Kabupaten Kampar dengan jarak tempuh ± 20 km dan waktu tempuh ± 40 
menit, dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Kampar menggunakan ponton. 
Jadwal penyeberangan setiap hari pukul 05.00 WIB - 22.00 WIB. Dari tempat 
penyeberangan, TWA Buluh Cina dapat dicapai dengan berjalan kaki ± 1 km ke 
kantor Resort Buluh Cina sekaligus gerbang masuk kawasan TWA Buluh Cina. 
Dalam kawasan TWA Buluh Cina terdapat 7 (tujuh) danau. Ketujuh danau 





Tuok Tonga, Danau Tanjung Putus, Danau Baru, Danau Pinang Dalam , dan 
Danau Pinang Luar (WWW.BBKSDARIAU.ID, 12/11/2020) 
Hutan Wisata Buluhcina ini dikelola oleh masyarakat dan adat secara 
bersama di bawah koordinasi ninik mamak Desa Buluhcina. dan LMB (Lembaga 
Musyawarah Besar). Desa wisata Buluh Cina memiliki potensi wisata yang luar 
biasa, selain hutan wisata yang menjadi andalan utama, kawasan Desa Buluh Cina 
ini juga dapat menjadi pilihan yang terbaik untuk memancing dan menjala 
ikan, pemandangan yang indah dan alami di hutan buluhcina juga dapat dijadikan 
sebagai tempat hiking, kemah atau kemping. 
Masyarakat ataupun pemuda disini sangat welcome terhadap siapapun, 
mereka akan meyambut kedatangan siapapun dengan ramah, mereka membantu 
pengunjung sebagai pemandu wisata dan jika kita ingin menikmati kuliner mereka 
bersedia untuk memasakkan ikan baung yang segar yang langsung diambil dari 
sungai, asam pedas baung yang khas menjadi kuliner andalan dan juga ada embut 
rotan beserta belacan ala buluhcina. Selain itu juga di Desa Wisata Buluhcina juga 
sering diadakan lomba pacu sampan dan biasanya dilakukan pada saat menjelang 
Bulan Ramdahan dan pada saat setelah lebaran idhul fitri, dulunya tiap tahun ada 
agenda Pacu Sampan Piala Presiden di Desa Buluh Cina. 
(WWW.RaiuDailyPhoto.Com, 12/11/2020) 
2. 7. Pandangan Islam. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang 
dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat 





komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah 
(interaktif). 
Salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Qur’an surah At-Thalaq ayat  
menjelaskan bahwa Rasulullah telah membawa umatnya dari alam kegelapan 
menuju ke alam yang terang penuh cahaya : 
ِت ِمَن  لَِحَٰ ٍت لُِّيْخِرَج ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َوَعِملُو۟ا ٱلصََّٰ َنَٰ ِ ُمَبيِّ ِت ٱَّللَّ ُسوًلا َيْتلُو۟ا َعلَْيُكْم َءاَيَٰ ِت إِلَى رَّ لَُمَٰ ٱلظُّ
ُر َخَٰ  ٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها ٱْْلَْنَهَٰ ا ُيْدِخْلُه َجنََّٰ لِحا ِ َوَيْعَمْل َصَٰ ا ۖ َقْد ٱلنُّوِر ۚ َوَمن ُيْؤِمۢن ِبٱَّللَّ لِِديَن ِفيَهآ أََبدا
ُ لَُهۥ ِرْزقاا   أَْحَسَن ٱَّللَّ
Artinya : “Seorang rasul membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang 
menerangkan supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal 
soleh dari kegelapan kepada cahaya ( QS. At- Thalaq:11). 
 Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa rasul telah membacakan ayat ayat 
Allah untuk membawa umatnya dari alam kegelapan, kebodohan, kesulitan, dan 
kekacauan menuju alam yang penuh cahaya, pengetahuan, dan juga kemudahan. 
Dari ayat ini juga kita mengerti bahwa rasul telah membawa kita dari zaman ke 
bodohan menuju ke zaman ilmu pengetahuan sehingga ketika kita sudah berada di 
dalam dunia yang kaya akan ilmu pengetahuan kita mampu untuk lebih 
mengembangkan kemampuan diri agar ilmu-ilmu pengetahuan yang belum 
terpelajari mampu kita gali secara mendalam. 
Kemajuan telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan 
bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia 
sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah mengaruniakan 





anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang tersirat dari firman 
Allah dalam Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 33, yaitu: 
 
َْفُُذوا ال تَُْ  اَواِت َواألْرِض فَا ًَ ٍْ أَْقطَاِر انسَّ ُْفُُذوا ِي ٌْ تَ ٌِ اْستَطَْعتُْى أَ َِْس إِ ٍِّ َواإل ٌَ إاِل بُِسْهطَاٌيَا َيْعَشَز اْنِج ٍ فُُذو  
Artinya: “Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 
melainkan dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahman:33) 
 Pada ayat ini secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa Allah sudah 
menyuruh hambanya untuk melintasi penjuru langit dan bumi dengan kekuatan. 
Makna kekuatan disini yaitu manusia diharuskan untuk menuntut ilmu sehingga 
memiliki kekuatan yang membantunya dalam menggali segala potensi yang ada 
pada langit dan bumi. 
 Dalam surat Al-Jatsiyah ayat 13 Allah juga sudah menjelaskan tentang 
ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini : 
 
ٍت نِّقَْىٍو يَتَفَكَّزُ  نَِك َلَءايََٰ
ٌَّ فِى َذَٰ ُْهُ ۚ إِ يًعا يِّ ًِ ِت َوَيا فِى ٱأْلَْرِض َج َىَٰ ًََٰ ا فِى ٱنسَّ َز نَُكى يَّ ٌَ َسخَّ و  
Artinya : “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang 
di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang berfikir”. ( QS. Al-Jatsiyah:13). 
 Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah sudah menciptakan segala yang 





kekuasaan Allah bagi manusia yang berfikir untuk kemudian meneliti dan juga 
menggali rahmat yang diberikan oleh Allah SWT tersebut. 
 Dalam Surah Al-mujadillah ayat 11 dijelaskan juga tentang ilmu 
pengetahuan : 
 
ُ نَـُكىۡ يَٰ   هِِس فَاۡفَسُحۡىا يَۡفَسحِ ّللّاَٰ جَٰ ًَ ا اَِذا قِۡيَم نَـُكۡى تَفَسَُّحۡىا فِى اۡن
َيُُۡىۤۡ ٍَ اَٰ ۡوا  ۚاَيُّهَا انَِّذۡي ُ َُْش  َواَِذا قِۡيَم ا
ٍت  ٍَ اُۡوتُىا اۡنِعۡهَى َدَرجَٰ ُكۡى ۙ َوانَِّذۡي ُۡ َيُُۡىا ِي ٍَ اَٰ ُ انَِّذۡي
ۡوا يَۡزفَِع ّللّاَٰ ُ َُْش ٌَ َخبِۡيز   ؕفَا هُۡى ًَ ا تَۡع ًَ ُ بِ
َوّللّاَٰ  
Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
"Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 
kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 
Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Al-mujadillah:11). 
Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT akan mengangkat derajat 
(martabat) orang-orang yang melaksanakan perintahNya dan RasulNya dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya ayat ini mendorong kita 
mengadakan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, dengan cara mengunjungi dan 
menghadiri majelis ilmu. Pada ayat tersebut terkandung juga motivasi yang amat 
kuat agar orang giat menuntut ilmu pengetahuan, yaitu dengan memberikan 
kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah SWT. 
2. 8. Penelitian Terdahulu. 
Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 





Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian 
yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan 
dilaksanakan. 





Hasil Pembahasan Perbedaan 
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ini terlihat dari 
Objek dan Daya 











































2. 9. Defenisi Konsep 
Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya 
ilmiah ini adalah sebagai berikut: 
a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
b. Pembangunan Wilayah adalah konsep yang digunakan untuk 
mengembangkan dan membangun suatu wilayah. 
c. Pengembangan Pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau 
memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih 
menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada 
didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. 
d. Smart Village merupakan suatu konsep tentang desa pintar yang 
mengadopsi komponen dan indikator yang terdapat pada konsep smart city 
atau kota pintar. Namun pengadopsian ini disesuaikan dengan 
permasalahan yang ada di pedesaan sehingga skala dalam pelaksanaannya 
lebih kecil dibandingkan dengan perkotaan yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan diberbagai bidang dengan 
mengikut sertakan teknologi didalamnya. 
e. Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian 





tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu suatu 
bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, 
akomodasi dan fasilitas pendukung. 
2. 10. Operasional Konsep 
Untuk memudahkan  pelaksanaan penelitian maka konsep operasional 
pada penelitian ini peneliti mengkaji dengan konsep Smart Tourism Oleh Santoso 
dkk, 2019 : 
Tabel 2. 3 
Operasional Konsep 
Variable  Indikator Sub Indikator 
Pengembangan 
Destinasi Wisata Desa 
Buluh Cina Dalam 
Mewujudkan Smart 




























































2. 11. Kerangka Pemikiran. 
Menurut Santoso dkk dalam bukunya yang berjudul “Desa Cerdas: 
Tranformasi Kebijakan dan Pembangunan merespon Era Revolusi Industri 4.0” 
menjelaskan bahwa ada 1 dimensi variabel smart tourism yakni fasilitas dan 
atraksi wisata dengan 3 indikator didalamnya, yaitu : Atraksi, Interaksi, dan 
Ekonomi Smart Tourim dan juga hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. 
Dan dimensi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 













Pengembangan Destinasi Wisata Desa Buluh Cina Dalam 
Mewujudkan Smart Village (Desa Cerdas) Oleh Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kampar 
1.Jumlah Atraksi Wisata Di Desa Buluh Cina Cukup Banyak. 
2. Cukup Banyak Pengunjung yang Datang Ke Desa Buluh Cina 
3. Letaknya yang Strategis Dekat dengan Ibukota Provinsi 
4. Perlunya Pengembangan Destinasi Wisata Sesuai Dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12-
17. 
Pengembangan Destinasi 
Wisata (Santoso dkk, 
2019) 
Hambatan-Hambatan 1. Atraksi 
2. Interaksi 
3. Ekonomi Smart 
Tourism 







3. 1. Jenis Penelitian.  
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kualitatif 
dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang 
terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti memahami dan 
sudah mengkaji dengan data yang ada serta memaparkannya di dalam tulisan ini 
Pengembangan Destinasi Wisata Desa Buluh Cina Dalam Mewujudkan Smart 
Village (Desa Cerdas) Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 
Kampar. Pendapat Bogdan dan Taylor dalam Lexy, 2007:4) menerangkan bahwa 
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati dan 
dijadikan sumber informasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dengan 
adanya penelitian ini semoga dapat melihat hasil penelitian berupa pengembangan 
destinasi wisata desa buluh cina dalam mewujudkan smart village (desa cerdas) 
oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kampar. 
3. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wisata Buluh Cina Kecamatan 
Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Dan dilaksanakan sejak 






3. 3. Jenis Data  
a. Data Primer.  
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data ini 
merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan 
tertentu, sesuai dengan kebutuhan (Husein Umar, 2004:64). Secara 
sederhana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel 
yang dipilih dan pihak-pihak yang terkait dengan cara interview, maupun 
melalui observasi. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupatehn Kampar, Kepala 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKKSDA), Kepala Desa 
Buluh Cina, dan Masyarakat.  
b. Data Sekunder.  
Yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam 
bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan lain sebagainya. Sehingga data 
tersebut lebih informative untuk digunakan oleh pihak lain. Data sekunder 
meliputi : Peraturan undang-undang, dokumentasi, arsip, karya ilmiah 
yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal penelitian ini yang akan 
menjadi data sekundernya adalah arsip tentang Desa Wisata Buluh Cina.  
3. 4. Informan Penelitian.  
Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode Porposiv Sampling yaitu 
peneliti menentukan sendiri Sampel/informen berdasarkan kriteria tertentu yang 
telah peneliti tetapkan. Untuk teknik yang peneliti gunakan dalam pengambilan 
sample, peneliti menggunakan teknik Key Informan. Adapun yang peneliti 





yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain 
: 
a. Berada di daerah yang diteliti 
b. Mengetahui informasi terkait penelitian 
c. Bisa berargumen dengan baik 
d. Terlibat langsung dalam permasalahan penelitian 
Tabel 3.1 
Key Informan 
No Nama Jabatan 
1. David Hendra Nasution, S.Pi 
Kabid Promosi dan Pemasaran 
Pariwisata Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Kampar 
2.  Rusdianto, SH 
Sekretaris Desa Buluh Cina 
3. Abdul Shomad Wakil Kepala Pengelola Taman 
Wisata Alam Buluh Cina  
 
Tabel 3. 2 
Informan Lainnya 
1. Farhan Pengunjung 
2. Nurul Afisah Pengunjung 
3. Sarah Wati Masyarakat 
4. Soleh Masyarakat 
 
3. 5. Teknik Pengumpulan Data.  





a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam 
setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan untuk 
mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik 
wawancara. Wawancara mendalam (indepth interviews), yaitu 
teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara 
intensif dengan suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini akan turun 
langsung ke Desa Wisata Buluh Cina. 
b. Wawancara, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya 
menggunakan pedoman wawancara dengan maksud untuk 
mendapatkan berbagai informasi secara lengkap, mendalam, dan 
komprehensif menyangkut masalah yang diajukan dalam 
penelitian. Dalam hal ini akan mewawancarai Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar, Kepala Balai 
Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Kepala Desa 
Buluh Cina, dan Masyarakat. 
c. Document Research, dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 
misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam hal ini 





3. 6. Analisis Data.  
Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 
kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 
data yang telah didapatkan (Sugiyono,2014:60). Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan Konsep Smart tourism oleh Santoso dkk, 2019 yaitu :  
a. Reduksi data  
Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih 
hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. 
Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, abtaksi dan pentransformasi data mentah yang 
diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat 
membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.  
b. Penyajian data 
 Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 
teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang 
diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan 
sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak 
sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar 
penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha 
menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan 







c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Setelah semua data yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan 
teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka 
barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan 
jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang 
diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran 
dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan 














GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4. 1. Desa Buluh Cina 
     4. 1. 1 Sejarah Desa Buluhcina 
  Desa Buluh Cina adalah merupakan daerah wilayah di kecamatan Siak 
Hulu Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa 
Buluh Cina dikenal karena pada zaman dahulu adanya sebuah bamboo tempat 
tambatan perahu yang ditancapkan ditanah pinggiran sungai. Nama bambu 
tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = Buluh jadi 
menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan Buluh Cina. Dengan adat 
istiadat yang turun temurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat. 
     4. 1. 2. Luas Wilayah 
 Luas wilayah Desa Buluhcina adalah 6.500 Ha. Dari luas wilayah 














Luas Wilayah Desa Buluh Cina 




































Total Luas wilayah Buliuhcina 6.500 Ha 
Sumber : Pemerintah Desa Buluh Cina 
     4. 1. 3. Letak Desa Secara Geografis : 
a. Di Sebelah Utara  : Desa Baru                               
b. Di Sebelah Timur : Desa Pangkalan Baru 
c. Di Sebelah Selatan : Desa Buluh Nipis 
d. Di Sebelah Barat : Desa Tanjung Balam 
 Desa Buluhcina memiliki atau terdiri dari empat (4) dusun yaitu : 
a. Dusun I, : RW 1, Jumlah RT 3                                                 
b. Dusun II, : RW 2, Jumlah RT 3 
c. Dusun III, : RW 3, Jumlah RT 3 





     4. 1. 4. Jumlah Penduduk 
Penduduk merupakan salah satu modal dasar yang utama dalam 
pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, apabila optimalisasi dalam 
pemanfaatannya dapat diterapkan dengan dukungan kualitas dari jumlah 
penduduk yang ada. Akan tetapi ketika kualitas penduduk maupun daya 
tampung lingkungan yang ada tidak memadai atau tidak seimbang dengan 
kualitas penduduk, maka akan terjadi permasalahan sektor yang kompleks 
yang berdampak pada ketentraman negara. Jumlah penduduk Tahun 2021 
sebanyak 1.553 jiwa dengan perincian dengan perincian jumlah penduduk 
laki-laki sebanyak 770 jiwa dan perempuan 776 jiwa dengan jumlah Kepala 
Keluarga sebanyak 469 KK.  
Mata Pencaharian : mata pencaharian penduduk Desa Buluhcina terdiri 





5. Karyawan swasta 
6. Nelayan dan lain-lain. 
     4. 1. 5. Potensi Desa Buluhcina:  
a. Sektor Pertanian : Sawit, Karet,  






c. Peternakan : Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam. 
d. Pariwisata : Taman Wisata Alam Buluh Cina  
e. Dan Kerajinan Tangan  : Bunga Kertas, Menjahit, Tas Daur Ulang 
Sampah Plastik. 
     4. 1. 6. VISI  
 Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam kurun 
waktu 10 tahun mendatang maka telah dibuat Visi Pembangunan Desa yaitu 
“MENJADIKAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA, MANDIRI DAN 
MADANI”. 
     4. 1. 7. Misi 
 Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan Pembangunan 
dan Pemberdayaan masyarakat  Desa sebagai berikut : 
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan 
2. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi keluarga kecil 
bahagia dan sejahtera 
3. Mewujudkan keluarga yang berpendidikan  
4. Mewujudkan perngembangan IPTEK 
5. Melestarikan adat-istiadat seni dan budaya 
6. Penegakan supremasi Hukum dan Ham 
7. Penataan infrastruktur desa 





9. Memfasilitasi pengajuan bansos kepada pemerintah atasan demi 
terciptanya masyarakat yang sejahtetra dan agar dapat pengentasan desa 
tertinggal 
10. Menjaga keasrasian hubungan umat manusia dengan lingkungan 
11. Aktualisasi hubungan antara umat beragama dengan Tuhan 
     4. 1. 8. Strukur Organanisasi Pemerintah Desa Buluh Cina. 











































4. 2. Desa Wisata Buluh Cina 
Desa Wisata Buluh Cina ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau 
Nomor Kpts.468/IX/2006 tanggal 6 September 2006 dengan luas ±1000 hektar, 
yang berasal dari lahan masyarakat Desa Buluh Cina yang dihibahkan menjadi 
TWA Buluh Cina tanpa ganti rugi. Kemudian Desa Wisata Buluh Cina ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 
tanggal 2 Mei 2014, dengan luas 963,33 hektar. 
Tipe ekosistem hutan Desa Wisata Buluh Cina di dominasi hutan dataran 
rendah dan rawa air tawar. Selain potensi flora dan fauna, TWA Buluh Cina 
mempunyai potensi pemandangan alam tujuh danau yang indah dan menarik bagi 
wisatawan, dengan beragam kegiatan yang bisa dilakukan.  Secara 









33’9,00’’BT. Secara administratif pemerintahan, kawasan 
ini terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau. 
Taman Wisa Alam Buluh Cina dapat diakses melalui transportasi darat 
dari Bandara Sutan Syarif Qasim II menuju Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak 
Hulu, Kabupaten Kampar dengan jarak tempuh ± 20 km dan waktu tempuh ± 40 
menit, dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Kampar menggunakan ponton. 
Jadwal penyeberangan setiap hari pukul 05.00 WIB - 22.00 WIB. Dari tempat 
penyeberangan, TWA Buluh Cina dapat dicapai dengan berjalan kaki ± 1 km ke 
kantor Resort Buluh Cina sekaligus gerbang masuk kawasan TWA Buluh Cina. 
Dalam kawasan TWA Buluh Cina terdapat 7 (tujuh) danau. Ketujuh danau 





Tuok Tonga, Danau Tanjung Putus, Danau Baru, Danau Pinang Dalam , dan 
Danau Pinang Luar (WWW.BBKSDARIAU.ID, 12/11/2020) 
Hutan Wisata Buluhcina ini dikelola oleh masyarakat dan adat secara 
bersama di bawah koordinasi ninik mamak Desa Buluhcina. dan LMB (Lembaga 
Musyawarah Besar). Desa wisata Buluh Cina memiliki potensi wisata yang luar 
biasa, selain hutan wisata yang menjadi andalan utama, kawasan Desa Buluh Cina 
ini juga dapat menjadi pilihan yang terbaik untuk memancing dan menjala 
ikan, pemandangan yang indah dan alami di hutan buluhcina juga dapat dijadikan 
sebagai tempat hiking, kemah atau kemping. 
Masyarakat ataupun pemuda disini sangat welcome terhadap siapapun, 
mereka akan meyambut kedatangan siapapun dengan ramah, mereka membantu 
pengunjung sebagai pemandu wisata dan jika kita ingin menikmati kuliner mereka 
bersedia untuk memasakkan ikan baung yang segar yang langsung diambil dari 
sungai, asam pedas baung yang khas menjadi kuliner andalan dan juga ada embut 
rotan beserta belacan ala buluhcina. Selain itu juga di Desa Wisata Buluhcina juga 
sering diadakan lomba pacu sampan dan biasanya dilakukan pada saat menjelang 
Bulan Ramdahan dan pada saat setelah lebaran idhul fitri, dulunya tiap tahun ada 
agenda Pacu Sampan Piala Presiden di Desa Buluh Cina. 
(WWW.RaiuDailyPhoto.Com, 12/11/2020). Berikut adalah jenis wisata yang 
terdapat di TWA Desa Buluh Cina : 
1. Wisata Alam : 
a. Danau Tanjung Putus. 
b. Danau Baru. 





d. Danau Tuok Tonga. 
e. Danau Pinang Dalam dan Luar 
f. Danau Rayo. 
g. Danau Tanjung Baling. 
h. Hutan adat/lindung. 
i. Taman Gajah. 
2. Wisata Petualang : 
a. Hiking. 
b. Camping Ground. 
c. Memancing 
3. Wisata Air : 















KESIMPULAN DAN SARAN 
6. 1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan selama proses 
penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kampar masih kurang mengambil peran dalam 
pengembangan destinasi wisata Desa Buluh Cina. Hal ini terjadi karena dari 10 
sub indikator yang tergabung ke dalam 3 indikator yang telah peneliti tetapkan 
dalam penelitian ini hanya 2 sub indikator yang dapat dicapai. Hasil penelitian 
dilapangan menjelaskan bahwa akses yang berkaitan dengan desa wisata buluh 
cina tergolong belum baik.  
1. Dari segi pembangunan berbagai akses pihak Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata masih belum ada ikut serta didalamnya.  
2. Dari segi pembangunan fasilitas pihak Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kampar hanya membangun anjungan M Yunus dan selebihnya yang 
membangunnya adalah pihak desa dan pengelola.  
3. Dari segi pembangunan jenis wisata juga pihak Dinas Pariwisata masih 
belum ada ikut serta membangun jenis-jenis wisata yang instagrameble 
yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan pada saat sekarang ini.  
4. Dari segi sosialisasi pengembangan destinasi wisata demi terwujudnya 
desa cerdas Buluh Cina ini pihak Dinas Pariwisata masih belum ada ikut 




5. Untuk kerja sama dengan dinas terkait, Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kampar sudah ada link dan melakukan kerja sama seperti kerja sama 
dengan dinas perikanan dan dinas PU.  
6. Untuk kerja sama yang dengan penduduk lokal dan para pebisnis Dinas 
Pariwisata sendiri belum pernah ada melakukan kerja sama tersebut untuk 
mengembangkan desa wisata buluh cina.  
7. Untuk upaya peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha 
warga desa Buluh  Cina pihak Dinas Pariwisata belum ada melakukannya.  
8. Untuk upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia warga Desa 
Buluh Cina Pihak Dinas Pariwisata sudah pernah ada melakukan kegiatan 
tersebut. 
 Untuk hambatan utama yang ditemui dilapangan yaitu kurangnya 
koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak dinas pariwisata dengan pihak 
desa dan pengelola. Hal lain yang menjadi hambatan juga kurangnya semangat 
dari pihak pemerintah desa buluh cina dalam menonjolkan potensi yang mereka 
miliki sehingga dampaknya desa buluh cina tidak menjadi prioritas utama dalam 
pengembangan destinasi pariwisata oleh dinas pariwisata kabupaten kampar. 
Selanjutnya hal lain yang menjadi penghambat yaitu tidak adanya jembatan 
penyebarangan. Selain itu dengan tidak adanya jembatan juga membuat mobilitas 
masyarakat desa buluh cina menjadi lambat. Untuk hambatan yang terakhir yaitu 
baik dari pihak dinas pariwisata, pihak desa, dan pengelola kurang 




6. 2. Saran. 
Berikut adalah beberapa saran dari penulis untuk perkambangan wisata di 
Desa Buluh Cina : 
1. Untuk menerapkan konsep smart tourism ini pihak pemerintah desa 
wisata buluh cina harus lebih gencar dalam mempromosikan 
potensi wisatanya sehingga dari dinas pariwisata dan kebudayaan 
kabupaten kampar memprioritaskan pembangunan pariwisata di 
desa buluh cina. 
2. Membangun akses pariwisata berupa jembatan agar para 
wisatawan menjadi lebih mudah untuk langsung menuju TWA 
buluh cina sekaligus jembatan tersebut dapat menjadi kemudahan 
bagi warga buluh cina dalam menjalankan kegiatan perekonomian 
dan kehidupan sehari-hari. 
3. Menguatkan hubungan komunikasi antar lembaga terkait seperti 
dinas pariwisata, pemerintah desa buluh cina, dinas perikanan, dan 
pihak pengelola TWA buluh cina dan juga dinas terkait lainnya 
agar kedepannya pembangunan wisata di desa buluh cina dapat 
dicapai dengan cepat dan tepat. 
4. Membangun sarana promosi baik secara langsung dilapangan 
seperti pembuatan baliho-baliho dijalan dan juga menghidupkan 
kembali media sosial agar kedepannya warga masyarakat luar lebih 
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1. Wawancara Dengan Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Kampar. 
 
2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa Buluh Cina. 
 





4. Wawancara Dengan Pengunjung Desa Wisata Buluh Cina. 
 




























PENERAPAN KONSEP SMART GOALS TOURISM DALAM 
MENCIPTAKAN SMART VILLAGE DI DESA WISATA BULUH CINA 
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR 
Nama  : Selamat Sentosa 
NIM  : 11775100009 
Jurusan : Administrasi Negara 
 
 Berikut adalah draf pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada Kepala 
Bidang Promosi dan Pariwisata Kabupaten Kampar, Sekretaris Desa Buluh Cina, 
wakil Kepala Pengelola TWA Buluh Cina, Pengunjung dan Masyarakat : 
1. Bagaimana pendapat saudara tentang segala bentuk kemudahan akses yang 
ada di desa wisata buluh cina? 
2. Mengenai keluhan tidak adanya jembatan untuk mempercepat mobilisasi 
wisatawan, apakah pihak desa sudah ada rencana untuk membangun 
jembatan tersebut? 
3. Apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam 
mempromosikan desa wisata buluh cina ini secara offline (lapangan) ? 
4. Sebagai ketua pemuda, upaya apa saja yang sudah pernah dilakukan untuk 
mempromosikan desa wisata buluh cina ini kepada publik ? 
5. Apakah pihak pengelola sudah pernah melakukan pengadaan barang untuk 
kemudahan mengakses internet ? 
6. Bagaimana pendapat saudara tentang segala bentuk fasilitas wisata yang 
ada di desa wisata buluh cina? 
7. Apakah pihak pengelola sudah pernah melakukan pengadaan fasilitas 
untuk mempermudah jaringan internet? 
8. Fasilitas apa saja yang ada di Taman Wisata Alam Buluh Cina ini? 




9. Fasilitas wisata apa saja yang sudah dibangun oleh pihak pemerintah desa? 
Apakah pihak desa bersedia sebagai fasilitator jika dibangunkan fasilitas 
yang berbasis TIK ? 
10. Fasilitas pariwisata apa saja yang sudah pernah dibangun oleh dinas 
pariwisata di desa buluh cina? Apakah sudah pernah membangun faslitas 
yang berbasis TIK ? 
11. Seberapa besar tingkat kepuasan saudara terhadap jenis wisata yang ada di 
desa buluh cina ini? Menurut saudara jenis wisata apa yang cocok dengan 
tempat ini ? 
12. Bagaimana pandangan bapak tentang kurangnya wisata spot foto yang 
instagramebel? Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pihak 
pengelola untuk memperindah spot wisata yang ada disini? 
13. Melihat perkembangan tempat wisata yang ada sekarang, banyak tempat 
wisata yang menawarkan spot foto yang bagus didalamnya. Apakah pihak 
pemerintah desa ada membangun spot foto yang kekinian demi kemajuan 
wisata di desa buluh cina? 
14. Apakah pihak dinas pariwisata sudah pernah membangun jenis wisata 
yang berintegrasi pada TIK ? Jika sudah, apa saja yang sudah dibangun 
disana? Jika belum, apa kendalanya? 
15. Apakah pihak dinas pariwisata sudah melakukan kegiatan sosialisasi 
tentang penggunaan TIK dalam pengembangan destinasi wisata di desa 




16. Apakah saudara selaku warga desa buluh cina sudah pernah mengikuti 
kegiatan sosialisasi tentang penggunaan TIK dalam pengembangan wisata 
di desa ini? 
17. Apakah pihak desa sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi tentang 
penggunaan TIK dalam pengembangan wisata di desa ini? Jika konsep ini 
diterapkan strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak desa? 
18. Apakah saudara siap untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan konsep 
ini jika nantinya diterapkan? Strategi seperti apa yang akan saudara 
lakukan? 
19. Jika konsep ini diterapkan, strategi seperti apa yang akan bapak lakukan 
dalam mensosialisasikannya? 
20. Apakah pihak dinas pariwisata sudah ada melakukan kerja sama dan 
koordinasi dengan instansi lainnya untuk mengembangkan wisata di 
kabupaten kampar ini? 
21. Apakah pihak dinas pariwisata sudah ada melakukan kerja sama dan 
koordinasi dengan instansi lainnya untuk mengembangkan wisata di 
kabupaten kampar ini? 
22. Apakah pihak pengelola sudah ada melakukan kerja sama dengan instansi 
lain untuk melakukan pengembangan wisata di desa buluh cina ini? 
23. Apakah pihak dinas pariwisata sudah ada menjalin kerja sama dengan 
penduduk lokal untuk pengembangan wisata yang berbasis TIK? 
24. Apakah pihak desa sudah ada menjalin kerja sama dengan penduduk lokal 




25. Apakah pihak pengelola sudah ada menjalin kerja sama dengan penduduk 
lokal untuk pengembangan wisata yang berbasis TIK? 
26. Sebagai warna desa buluh cina, apakah warga disini sudah pernah 
melakukan kerja sama dengan pihak instansi lain untuk mengembangkan 
destinasi wisata menggunakan piranti TIK? 
27. Apakah pihak dinas pariwisata sudah pernah memfasilitasi desa buluh cina 
untuk bekerja sama dengan para pebisnis lokal maupun interlokal untuk 
mengembangkan wisatanya? Jika konsep ini diterapkan, strategi apa yang 
bakal bapak lakukan untuk menarik para pebisnis agar mereka mau 
berinvestasi disana? 
28. Apakah pihak desa sudah pernah memfasilitasi desa buluh cina untuk 
bekerja sama dengan para pebisnis lokal maupun interlokal untuk 
mengembangkan wisatanya? Jika konsep ini diterapkan, strategi apa yang 
bakal bapak lakukan untuk menarik para pebisnis agar mereka mau 
berinvestasi disana? 
29. Peran apa yang sudah dinas pariwisata lakukan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa wisata buluh cina? Jika konsep ini diterapkan 
strategi seperti apa yang akan dinas pariwisata terapkan? 
30. Faktor ekonomi apa saja yang berpengaruh di desa ini pak? Apa harapan 
dari bapak sendiri agar pendapat masyarakat disini dapat meningkat? 
31. Apakah kakak selaku warga desa buluh cina sudah pernah mengikuti 
kegiatan guna untuk meningkatkan pendapatan warga disini? 
32. Peran apa saja yang sudah pihak desa lakukan untuk meningkatkan 




33. Peran apa saja yang sudah pihak pengelola lakukan untuk meningkatkan 
kesempatan kerja dan berusaha warga desa buluh cina ini? 
34. Strategi seperti apa yang akan dinas pariwisata lakukan untuk 
meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha masyarkat di desa buluh 
cina? 
35. Apakah saudara sebagai warga buluh cina akan siap untuk berpartisipasi 
terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan 
kesempatan kerja dan berusaha di desa buluh cina? 
36. Sejauh ini, apakah kualitasi sumber daya manusia di desa wisaata buluh 
cina sudah cukup memumpuni dalam pengembanganpariwisata? Apa saja 
yang sudah dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia di desa buluh cina? 
37. Peran apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak desa dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia warganya? 
38. Sebagai pengelola wisata, apakah pihak pengelola siap jika ada pihak yang 
mengajak untuk sama-sama meningkatkan sumber daya manusianya? 
39. Sebagai warga desa, apakah saudara pernah merasakan dan mengikuti 
berbagai kegiatan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya 
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